PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

DINAS PENDIDIKAN

[alan Pramuka No.23.4 (0519) 21229-21383-22603 Fax . {0519) 21383 Muara Tewsh

Provinsi Kalimantan Tengah-73812, email : disdikbarut@yahoo.coid website -

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR : 420 /§13/ DIKMEN / 2013

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA ( SMP ) PGRI NIHAN HILIR -
KECAMATAN LAHEI BARAT KABUPATEN BARITO UTARA

Membaca

Menimbang |

Memperhatikan :

Menetapkan
PERTAMA

KEPALA DINAS PENDID[]{A:N KABUPATEN BARITO UTARA

Surat Permohonan dari Badan Pendiri SMP-PGRI Nihan Hilir / Ketua Yayasan ,

Momaor ;

tanggal Perihal Permohenan

Rekomendasi Pendirian SMP-PGRI Nihan Hilir,

il.

Baliwa berdasarkan permohonan tersebut di atas telah diberiReko miendasi
Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama kepada
Yayasan ......-- untuk membuka Sekolah Lanjutan Tinghat Pertama(SLTP)
SMP-PGRI Nihan Hilir,

Bahwa izin penyelenggaraan dimaksud adalah lzin Operasional dapal

diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang

=S Undang-Unadang Nomor : 20 Tahun 2003 , tentang Sistermn Pendidikan
Wasional .

b. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daeral .

c. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional
Pendidilan .

d. Keputusan Mendiknas Nomor : 60 /U / 2002 , tentang Pedoman Pendirian
Sekolah .

a Rencana Strategis Pendidikan Menengah Dinas Pendidiian Kabupaken
Barito Utara Tahun 200%-2013 .

b. Rencana Pengembangan Pendidikan Dasar dan Mencngah [ RPDE i
Kabupaten Barito Utara Tahun 2009-2015.

MEMUTUSKAN

Memberikan lzin Operasional kepada :

Mama Lembaga ; SMP-PGRI Nihan Hilir

Jenis Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama( SMP)

Pengelola iooE Badan Penpurus SMP-PGRI Nihan Lilir

Alamt Pengelola : |In, Desa Nihan Hilir, REO3

Program Swudi yang dibuka : -



KEDUA : Pemepgang lzin ini.

a. Wajibh Memenuhi dan mentaati ketenluan danp  peraturan Perundang-
l; undangan yang berlaku tentang Pendidikan SLTP.

b. Waijib mengirimkan laporan berkala (Laparan Bulapan
perkembangan pendidikan yang disclenggarakan .
Bertanggung jawab penuh atas terselenpgaranya proses belajar mengajar

sesual Standar Nasional Pendidikan dan mengacu pada Kurikulum Satuan
Pendidikan [ KTSP ).

] dan Loaporan

KETIGA
Keputusan ini berlaku stjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian harl terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan  diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya .
E
1
: Ditetapkan di Muara Teweh
pada Tanggal : & -/Me< - 2013
!
#Utama Muda [ 1V / ¢)
y560218 197512 1 002
i
1 Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palanghka Raya.
Z. - K{epala Dinas Pendidikan Provinst Kalimantan Tengiah
Up . Kepala Bidang Pendidikan Menengah di Palangka Raya.
i Bupati Barito Utara di Muara Teweh .
4, Arsip.
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BUPATI BARITO UTARA

KEPUTUSAN BUPATLBARITO UTARA
NOMOR : 188.45 /%0! /2013

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) PGRI NIHAN HILIR MENJADI
. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMFP) NEGERI - 3 LAHEI BARAT DI NIHAN HILIR

BUPATI BARITO UTARA,

bahwa dalam ranghka memenuhi kebutuhan pendidikan dan untuk menjamin
peningkatan mutu dan standar pendidikan maka diperlukan sarana dan
prasarana pendidikan termasuk peningkatan status kelembagaan sekolah
dimalksud;

bahwa SMP PGRI Nma.n Hilir sudah memenuhi syarat untuk ditingkatkan
statusnya menjadi SMP Negeri yang berdiri sendiri dan tidak berindulk ke SMP
MNegeri-1 Lahei:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada-huruf a dan b
diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Utara;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tinglkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820!;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor ?B Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 4301);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali ditbah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomeor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahund 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Wuapb dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Baritoe Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) sebagaimana telahdiubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2012 T_cntfmﬂ
Anggaran Pendapatan dan Helanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembara
Daerah Kabupaten Barito Utara Tabiim 017 Namaes Qe
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Jenteri Pendidilcan Nasional Nomor 060/1/2002, t

P
' Sekolah;

ﬁ Surat Pernyataarn Pelimpahan Hak Pengelolaan Beserta Aset SMP PGRI Nihan
Hille kepadn Pemerintah Dasrah Kabupaten Barito Utara Tanggal

; H’

Momor : 421![)5}3?!2‘013;
3. Surat Permohonan Kepala

4. Hasil rapat pada tanggal
PGRI Nihan Hilir. y

hetapkan |

A TU

DU A Sekolah Menengah Pertama (SMPF)

halk untuk mengelola dan

selkolah sesual

TIGA Biaya pelalsanaan kegiatan

Utara.

FEMPAT Sepala biaya yang timbul

ELIMA Keputusan ini

perbaikan sebagaimana mestinya.

b san disnmpailan Wepada Yth o

_ Menteri Pendidikan Magionnl 1 Jakarts

Up. Ditjen Pendidikan Dasar

L Subernur Kalimantan Tenpah di Palnngionraya

b [Cepala Dinas pendidileun Provinst Kalimaotan Tengah & Palanpkaraya
Up. Kabid Dikdas-L.B

b Werua DPRD Kabupaten Barito Ulara i Muara Tewch

£, Hepala BAPPEDA Kabupaten Barita Utara di Muard Teweh

k. Kepala Dinas Pendidilean Kotipaten Bnritn Utara di Muara Teweh
7 Heten Dewan pendidikan Kalupnten finFto Utara di Muara Toweh
E. Camat Teweh Tengah di Muara Teweh

. Hepela SMP Hegeri — 3 Lahei Barat
0. Penpawas SMP/SMA Habupaten Barite e d Murra Teweh

Tanggal 25 Maret 2013 tentang Usul Pe
28 Maret 201

MEMUTUSEAN :

Perubahan Status Sekolah Menengah F
Selkolah Menengah Pertama (SMP) Negeri-

menyangkut biaya rutin
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

alkibat dikeluarkan keputusan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara.

mulai berlaku sejak tanggal ditetaplan dengan ke
dilkernudian hari terdapat lekeliruan dalam penetapannya

ertama (SMP) PGRI Nihan
3 Lahel Barat di

dengan Keientuan Peraturan perundang-Undangan
dan tidalk lagi berinduk pada SMF Negeri -

alcan

entang Pedoman Pendirian

23 Juni 2012

gMP PGRI Nihan Hilir Nomor 421.3/03/BP /2013
rubahan Status SMFP PGRI
3 tentang Usul Peru

Nihan Hilir.
hahan Status Sl

Hilir menj
Nihan Hilir.

diktum KESATU
1 bertugas melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya dan diberi

sekolah pada tahun 2013
Daerah Kabupaten Barito

ini dibebankan pada

tentuan apabila
diadalkan

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 18 Nopembe

r 2013




LAMPIRAN !
Z KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
.. NOMOR 188.45 [/ Fot [ 2013
SEKOLAH MENENGAH

TENTANG PERUBAHAN STATUS
PERTAMA (SMF) PGR]I MENJADI SEKOLAH MENENGAH

PERTAMA [SMP) NEGERI-3 LAHEL BARAT

P
Nama Lama Nama Bara

| i 2 -

|
} \smp PGRI LAHEL | SMPN-3
BARAT BARAT |

LAHEI | SMPN Type-C | DESA NIHAN HILIR Il

| | | |
\ - N \ |




